BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2
Ayat (2) yang menerangkan ‘“keadaan tertentu” mengenai
pengulangan tindak pidana korupsi dan teori-teori yang
bersangkutan dengan TPK, dapat di simpulkan bahwa ;

a. Terdapat 3 Pasal dalam UU PTPK yang menjelaskan
pidana mati yaitu ; Pasal 2, Pasal 15 dan Pasal 16. Tetapi
lebih spesifik dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) yang
menjelaskan mengenai “keadaan tertentu” sebagaimana
yang dimaksud dalam penjelasan Pasal ini bagi pidana
pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu apabila tindak pidana
tersebut  dilakukan  terhadap  dana-dana  yang
diperuntuhkan bagi penanggulangan keadaan bahaya,
bencana nasional, penanggulangan akibat kerusuhan
social yang meluas, penanggulanga krisis ekonomi dam
moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

b. Recdive dalam UU PTPK ada dalam Penjelasan Pasal 2
Ayat (2), pidana mati dapat dijatunkan apabila korupsi
pernah dilakukan lalu telah mejalani hukuman yang
dijatuhkan, sebelum tenggang waktu 5 tahun korupsi
dilakukan lagi maka dapat di jatuhi hukuman mati.

1.2 SARAN

a. Tidak adanya kasus pidana mati terhadap tindak pidana
korupsi, bukan berarti UU PTPK Pasal 2, Pasal 15 dan
Pasal 16 tidak kuat secara hukum hanya saja belum
pernah terjadi di Indonesia, dengan belum adanya kasus
pidana mati dalam UU PTPK diharapkan penegak hukum
bisa dengan tegas menjalankan Pasal-Pasal ini bila mana
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terpidana melakukan pidana yang masuk kedalam Unsur-
Unsur dalam “keadaan terntu”, dan seharusnya penjelasan
keadaan tertentu ini di hanya dijelaskan pada
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penjelasan pasal tetapi harusnya dijelaskan langung dalam
Pasal ini.

. Penggulangan tindak pidana atau Recidive dalam UU
PTPK harusnya diperjelas dengan menerangkan batasan
dan penjelasan yang lebih banyak kedalam UU PTPK
bukan dari KUHP karena Recidive yang ada dalam KUHP
dengan yang dalam UU PTPK dimana berbedaannya
terletak pada kerugian yang di akibatkan Pidana Korupsi
lebih besar dan lebih luas, maka dari itu harusnya ada
penerangan lebih lanjut mengenai kejelasan batasan-
batasan seperti berapa tahun batas yang diberlakukan atau
berapa kerugian yang bisa dijatuhi hukuman mati.



